
BUPATI LUWU UTARA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 78 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 
2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, 
pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan 
Menteri Desa, Pem banguan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2017; 

b. bahwa untuk melaksanakan Pembinaan dan 
Pengawasan terhadap Perencanaan dan pengawasan 
terhadap perencanaan anggaran pendapatan dan 
belanja Desa, maka perlu melakukan perubahan 
Peraturan Bupati Luwu Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat ll Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tabun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 2093); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 2094); 

13. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tabun 
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tabun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tabun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telab diubah 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tabun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 
2016 Nomor 300); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transler ke 
Daerab dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 
Tabun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambaban Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 334); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran 
Daerab Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
nomor 342); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Namor 3 
Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 
Namar 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Namor 343); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Namor 14 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2016 Namor 14) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomar 
14); 

20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Luwu Utara Namor 40 Tabun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Serita 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 
40); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 
2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 
2017. 

Pasal I 

Ket.entuan dalam Lampiran I, Lampiran Ill dan Lampiran 
IV Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Se Kabupaten Luwu Utara diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpiaahkan dengan Peraturan 
Bupatiini. 
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Pasal II 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Supati im dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 

PARAF KOORDINASI 
SEK DA /.. 
ASISTEN ' . I 

KABAG HUKUM /"' 
KASUBAG , ,_ 

I T 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 30 Nopember 2017 

tsuPATI 
Ll;_. A,L 

k INDAH PUTRI INDRJANI i 
Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 30 Nopembe2017 

SEKR�AERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

ABDYJ--i'lfAHFUD 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 
2017NOMOR 78 
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LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 78 TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 
ANGGARAN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 

URAIAN PED OMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2017 

· ···SlllfGKR<>NISAS' KltBIJAKAB P&MBANGUNAN DAERAH KABUPAT&N 
LUWU U'l'ARA TAHUN 2017 

Tahtm 2017 rnerupakan tahun pertarna yang secara efektif 

mengacu pada RPJMD ini. Konteks tahun 2017 diwarnai oleh 

pemberlakuan penuh UU 23/2014 terutama dalam ha! kelembagaan dan 

kewenangan urusan pemerintahan daerah. Terna pembangunan pada 

tahun 2017, adalah "Pemantapan reformasi birokrasi dan penguatan 
basis ekonomi kerakyatan dalam mendukung pembangunan berkualitas". 

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2017, diprioritas 
kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

l. reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan; 

2. penguatan mental spiritual dan kerukunan beragama; 
3. pembangunan dan pelayanan penclidikan; 

4. pembangunan dan pelayanan kesehatan; 

pembangunan dan pemerataan infrastruktur tnansportasi; 
pemberdayaan masyarakat clan penataan desa; 

pengembangan iklim usaha dan investasi. 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu; 
pengembangan dan pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha. 

10. optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan 

potensi tarnbang. 

11. mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan asset-aset 

daerah. 

A. PRINSIP P&NYUSUNAN APBDesa 

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 

l. Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyelenllll"faan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
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kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan 
tugas dan kewenangannya; 

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-Iuaanya tentang APBDesa; 

4. Partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat; 
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang 

lebih tinggi dan peraturan desa lainnya; 
7. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan; dan 

8. Tertib dan Displin Anggaran 

Penyusunan APBDesa Tabun Anggaran 2017 dengan 
menggunakan Aplikasi melalui Aplikasi Siskeudes, didasarkan pada : 

1. Latar belakang kebutuhan aplikasi : 
a. desa belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai; 

b. dana yang dikelolab desa dan aset yang dibasilkan nilainya 

besar dan semakin besar; 
c. Pemerintab Desa dalam mengelolab keuangan dan aset desa 

harus transaran dan akuntabel sesuai regulasi; dan 

d. aplikasi sederhana dan mudab digunakan sangat dibutuhkan 

untuk mengelola keuangan desa. 
2. Output penggunaan Aplikasi Siskeudes antara lain : 

a. RPJM Desa dan RKPDesa; 
b. APB Desa; 

c. Buku/Dokumen Penata-usabaan Keuangan Desa (BKU, Buku 
Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu Kegiatan, Buku 

Rekapitulasi Panjar, Register SPP Pengeluaran dan Register 

Kwitansi Pengeluaran); 
d. Laporan Realisasi APBDesa; dan 

e. Laporan Kekayaan Milik Desa. 

f. Laporan Realiasi Per Sumber Dana. 
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B. STRUKTUR APB DESA 
1, APBDES POKOK 

APBDesa merupakan rancangan keuangan tahunan 

pemerintah desa yang disetujui oleh Badan permusyawaratan 

Desa, APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan 

Pembiayan Desa. 

a. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang tidak. perlu dibayar kembali oleh desa, 

pendapatan desa sesuai Pasal 72 Undang-Undang Desa 

bersumber dari : 

1. Pendapatan Asli Desa; 
2. Alokasi Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana 

Desa); 

3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota; 

4. Alokasi Dana Desa; 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten/kota; 

6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketiga;dan 

7. lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut 

kelompok terdiri dari : 

a. Peodapatan Asli Desa (PAD) 

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari Jenis : 
1. Hasil Usaha, misalnya Hasil Bum Desa, tanah kas 

desa 

Sumber Pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh 

desa berasal Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan 

pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, 

pengelolaan tambang mineral bukan logam dan 

tambang batuan dengan tidak menggunakan alat 

berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual 
I 

belikan. 
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2. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, tempat 

pennandian urnum, jaringan irigas dan lain-lain. 

3. Lain-lain Pendapatan AsH DEsa, antara lain basil 

pungutan desa. 

b. Pendapatan Transfer Desa 
Kelompok Transfer terdiri atas jenis : 
I. Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

Kabupaten Luwu Utara untuk digunakan untuk 

membiayai pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Penyaluran dana desa dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap I, pada bulan maret sebesar 60o/o (enam 

puluh persen): dan 

b. Tahap n, pada bulan agustus sebesar 40% (empat 

Puluh persen). 

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan 

Retribusi Daerah 
Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian 

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada 

Desa paling sedikit 1 OOA, dan realisasi penerimaan basil 

pajak dan retribusi daerah kabupaten. 
Pengalokasian bagian dari basil pajak dan 

retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan ketentuan : 
a. 600/o (enam puluh perseratus) dibagi secara merata 

kepada seluruh desa; dan 
b. 400/o (empat pulub perseratus) dibagi secara 

proporsional realisasi penerimaan basil pajak dan 
retribusi dari Desa masing-masing. 
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3. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pemerintah daerah kabupaten sesuai amanat 
Undang-Undang wajib mengalokasikn ADD dalam 
APBD Kabupaten setiap Tahun Anggaran, Alokasi Dana 

Desa merupskan dari Dana Perimbangan yang diterima 

Pemerintah Daerah kabupaten paling sedikit 10"/o 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

4. Bantuan Kegunaan dari APBD Provinsi dan APBD 
Kabupaten 

Bantuan keuangan yang bersifat umum 

diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan 

sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dslam 
rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah 

daerah di desa. 
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus 

peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh 

pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka 

percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 
5. Pendapatan lain-lain 

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah 

berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang 
tidak mengikat berupa uang dari Pihak ketiga atau 
bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

b. Belanja Desa 

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari 

rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam l 

(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh desa, Belanja Desa 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan desa. 

Belanja Desa ditetapkan dalam APB Desa digunekan dengan 

ketentuan: 
1. Paling sedikit 70% � 70 o/o) dari jumlah anggaran belanja 

desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

- 10 - 



.l ,_ 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

2. Paling banyak 30% � 30%) dari jumlah belanja desa 

digunakan untuk : 

a. Penghasilan tetap dan tuajangan kepale. dese. dan 

perangkat desa termasuk luran untuk Asuransi 

Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; 
b. Operasional pemerintah dese.; 

c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan 

Desa; 
d. lnsentif Rukun tetangga dan Rukun Warga yaitu 

bantuan kelembagaan yang digunakan untuk 

operasional RT/ RW. 

Sumber dana untuk membiayai Penghasilan tetap 

dan tunjangan dan perangkat Desa, operasional Pemerintah 

Desa, Tunjangan dan Operasional BPD dan Insentif RT /RW 

bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Belanja Desa terbagi atas 2 yaitu klasifikasi belanja 

menurut kelompok dan belanja menurutjenis. 

a. belaaja desa menurut kelompok tercliri darl : 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dese.; 

Bidang Pembinaan Kemasyerakatan Desa; 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 

Bidang Belanja Tak Terduga. 

Dalam Pengalokasian Anggaran, Kelompok 

belanja yang dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Pajak 

daerah dan Retribusi daerah serta Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa 

sebagai berikut : 

a. Program Kegiatan/ kelompok belanja yang dapat 

dibiayai olel;J Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah: 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
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2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan; 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakat Desa; 
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakt Desa;dan 

5. Bidang Tak Terduga. 

b. Program Kegiatan/kelompok belanja yang dapat 

dibiayai oleh Dana Desa (APBN) : 

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan 

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kelompok belanja tersebut selanjutnya dibagi dalam 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang 

dituangkan dalam RKP Desa. 

Rincian Bidang dan kegiatan dimaksud, diuraikan 

sebagai berikut : 

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DESA 

Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa meliputi: 

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

2. Kegiatan Operasional Perkantoran 
3. Kegiatan Operasional BPD 

4. Kegiatan Insentif RT/RW 
5. Kegiatan penatausahaan, 

Pertanggungjawaban keungan dan Aset Desa 

6. Penetapan dan penegasan batas Desa; 

7. Pendataen Desa; 

8. Penyusunan tata ruang Desa; 
9. Penyelenggaraan musyawarab. Desa; 

10. Pengelolaan informasi Desa; 
11. Penyelenggaraan perencenaan Desa; 

12. Penyelenggaraan evaluasi 

perkembangan pemerintahan Desa; 

13. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 

14. Pembangunan sarana dan prasarana kantor 

Desa; den 
15. Kegiaten lainnya sesuai kondisi Desa. 
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2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sarana dan Parasarana desa 

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan 

dan pemeiharaan sarana dan parasarana 
lingkungan pemukiman, antara Iain : 

1. Pembangunan dan/atau perbaikan 

rumah sehat untuk fakir; 
2. Selokan; 

3. Tempat pembuangan sampah: 

4. Gerobak sampah; 

5. Kendaraan Pengangkut sampah; 

6. Mesin pengolah sampah; dan 

7. sarana dan parasarana lingkungan 

pemukiman Iainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

b) pengadaan, pembangunan, pengembangan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

transportasi antara lain : 

1. Tambatan perahu; 

2. Jalan pemukiman; 

3 . Jalan poros desa; 

4. Jalan desa antara permukiman ke 

wilayah pertanian: 

5. Jalan Desa antara permukiman ke 

lokasi wisata 

6. Jembatan Desa; 

7. Gorong-Gorong: 

8. Terminal Desa; dan 

9. Saran a dan prasarana transportasi 

Iainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan kondisi desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa. 
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c) pengadaan, pembangunan, pengembangan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
energi, antara lain : 
1. Pembangkit listrik tenaga mikro; 

2. Pembangkit Listrik tenaga diesel; 
3. Pembangkit listrik tenaga matahari: 

4. Instalasi biogas; 

5. jaringan distribusi tenaga listrik; 

6. sarana dan prasarana energi Jainnya 

yang sesuai dengan analisis kebutuhan 

dan kondisi desa yang diputuskan 

dalam musyawarah desa. 

d) pengadaan, pembangunan, pemanfaat dan 

pemeliharaan sarana dan parasarana 
informais dan komunikasi antara lain : 

1. Jaringan Internet untuk desa; 

2. Website Desa; 
3. Peralatan Pengeras 

(Loudspeaker); 

4. telepon umum; 

5. radio single side Band (SSB); dan 

6. Sarana dan prasarana komunikasi 

lainnya lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

2. Pengadaan kualitas dan akses terhadap 

pelayanan Sosial Dasar 

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan 

dan pemeliharaan sarana prasarana 

kesehatan, antara lain : 

1. air bersih berskala desa; 
2. sanitasi lingkungan; 

3. jambanisasi; 
4. mandi, cuci, kakus (MCK); 
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5. mobil/kapal motor umtuk ambulance 

Des a; 
6. alat bantu penyandang disabilitas; 
7. panti rehabilitasi penyandang 

-' ' ' 

disabilitas; 
8. balai pengobatan; 

9. Posyandu; dan 

10. Sarana dan prasarana Kesehatan 
lainnya lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan clan kondisi desa 
yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 
h) pengadaan, pembangunan, pengembangan 

dan pemeliharaan sarana dan prasaraa 
pendidikan dan kebudayaan antara lain : 
1. taman bacaan masyarakat; 

2. bangunan PAUD; 

3. Buku dan Peralatan belajar PAUD 

Lainnya; 
4. wahana bermain anak di PAUD; 

5. taman belajar keagamaan; 

6. buku perpustakaan desa; 
7. buku/bahan bacaan; 

8. balai pelatihan/kegiatan helajar 

masyarakat; 

9. sanggar seni; 
10. film dukumenter; 
11. peralatan kesenian; dan 

12. sarana dan prasarana pendidikan dan 
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 
yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan parasarana Usaha 

ekonomi Desa 
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a) pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana prasarana 

produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian berskala 

produktif yang difokuskan pada kebijakan 
satu desa satu produk unggulan; antara 

lain: 

1. bendungan berskala kecil; 

2. pembangunan atau perbaikan embung 
dan/ atau system pengairan; 

3. irigasi desa; 

4. percetakan lahan pertanian; 
5. kolam ikan; 
6. kapal penangkap ikan; 

7. tempat pendaratan kapal penangkap 

ikan; 
8. tambak garam; 
9. kandang ternak; 

10. me sin pakan ternak; 
11. gudang penyimpan sarana produksi 

pertanian (saprotan); dan 

12. sarana prasarana produksi pertanian 

lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan konclisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah desa. 

b) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan 
dan pemeliharaan sarana pengolahan basil 

pertanian untuk ketahanan pangan untuk 
pertanian yang difokuskan pada kebijakan 

satu Desa satu produk unggulan, antara 

lain: 

1. pengeringan hasil pertanian seperti : 

lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, 
kopra dan tempat penjemuran ikan; 

2. lumbung Desa; 

3. gudak'g penclingin (cold storage); dan 
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4. sarana prasarana pengolahan basil 

pertanian lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

c) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan sarana dan parasarana 

jasa dan industry kecil yang difokuskan 

pads kebijakan satu desa produk unggulan, 

antara lain : 
1. mesin jahit; 
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 

3. mesin bubut untuk meubeleir; dan 

4. sarans prasarana jasa dan industry 

kecil lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pemasaran yang clifukuskan pada kebijakan 

satu desa satu produk unggulan, antara 

lain: 

5. pasar desa; 

6. pasar sayur; 

7. pasar hewan; 
8. tempat pelelangan ikan; 

9. toko online; 

10. gudang barang; dan 

11. sarana prasarana pemasaran lainnya 

yang sesuai dengan analisis kebutuhan 

dan kondisi Desa yang diputuskan 

dalam musyawarah desa. 

e) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Desa wisata, antara lain : 
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1. pondok wisata; 

2. panggung hiburan; 

3. kios cendramata; 
4. kios warung makan; 
5. wahana permainan anak; 
6. wahana permainan outbound; 
7. taman rekreasi; 

8. tempat penjualan tiket; 

9. rumah penginapan; 

10. angkutan wisata; dan 

11. sarana prasarana Desa Wisata lainnya 

yang sesuai dengan analisis kebutuhan 

dan kondisi Desa yang diputuskan 

dalam musyawarah desa. 

� pengadaan, pembangunan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Teknologi Tepat Guna (TIGJ untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu Produk, antara 
lain: 

1. penggilingan padi; 

2. parut kelapa; 

3. penepung biji-bijian; 

4. pencacah pakan ternak; 

5. sangrai kopi; 

6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 

7. pompa air; dan 
8. traktor mini; 

9. sarana prasarana lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan dalam 

musyawarah desa, 
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4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 

pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

a. pembuatan terasering; 

b. kolam untuk mata air; 
c. plesengan sungai; 

d. pencegahan abrasi pantai; dan 

e. sarana prasarana lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 

penanggulangan bencana alam dan/atau 

kejadian biasa lainnya yang meliputi : 

a. pembangunan jalan evakkuasi dalam 

bencana gunung berapi; 
b. pembangunan gedung pengungsian; 

c. pembersihan Jingkungan perumahan yang 

terkena bencana alarn; 

d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan 

perumahan yang terkena bencana alam; 

dan 

e. sarana prasarana untuk penanggulangan 

bencana yang lainnya sesui dengan analisis 

kebutuhan dan kondisi Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa. 

3. BIDANG PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 

Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan 

antara lain: 

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; 

2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 

3. Pembinaan kerukunan antar umat beragama; 

4. Pengadaan Sarana dan Parasarana Olah Raga; 

5. pembinaan lembaga adat; 
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6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya 
masyarakat; dan 

7. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Kegiatan Prioritas bidang pemberdayaan 
masyarakat antara lain: 

I. Peningkatan kualitas dan akses terhadap 

pelayanan dasar. 
a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat, antara lain : 

I. Penyediaan Air bersih; 

2. Pelayanan kesehatan lingkungan; 

3. Penyediaan makanan sehat untuk 
peningkatan gizi bagi balita dan anak 
sekolah; 

4. Pengolahan balai pengobatan Desa; 

5. Perawatan kesehatan untuk ibu hamil 
dan menyusui; 

6. Pengobatan untuk lansia; 
7. Fasilitasi keluarga berencana; 
8. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi 

penyandang disabilitas; 
9. Kegiatan 

kesehatan 

pengelolaan pelayanan 
masyarakat desa lainnya 

yang sesuai dengan analisis kebu tuhan 
dan kondisi desa yang diputuskan 

dalam rnusyawarah desa; 

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan 

dan kebudayaan antara lain : 
1. bantuan insentif PAUD; 
2. bantuan insentif guru taman belajar 

keagaman; 
3. penyelenggaraan pelatihan kerja; 
4. penyelenggaraan kursus seni budaya; 
5. bantuan pemberdayaan bidang olah 

raga; 
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6. bentuan pemberdayaan bideng oleh 

raga; 

7. pelatihan pembuatan film dokumenter; 

den 
8. Kegiatan pengelolaan pendidikan den 

kebudayaan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 
yang diputuskan dalam musyawarah 

des a; 
2. Pengelolaan Sarana dan prasarana lingkunggan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber 

daya lokal tersedia 
a. Pengelolaan Lingkungan perumahan desa, 

antara lain : 

1. pengelolaan sampah berskala rumah 

tangga; 

2. pengelolaan sarana pengolahan air 

limbah: dan 
3. pengelolaan lingkungan pemukiman 

lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa. 
b. Pengelolaan transportasi desa, antara lain : 

I . Pengelolaan Terminal Desa; 

2. Pengelolaan Tambatan Perahu; dan 
3. pengelolaan transportasi lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan 
kondisi desa yang diputuskan dalam 

musyawarah desa. 
c. Pengembangan energi terbarukan, antara 

lain: 
1. pengelolaan limbah peternakan untuk 

energi biogas; 

2. pembuatan biothanol dari ubi kayu; 

3. pengelolaan minyak goreng bekas 
tr 

menjadi biodiesel 
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4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga 
angin; dan 

5. pengembangan energi terbarukan 
lainnya sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi desa yang 
diputuskan dalam musyawarah desa. 

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, 

antara lam: 
Sistem Informasi Desa; 
Koran desa; 
Website Desa; 

radio komunitas; dan 
Pengelolaan informasi dan Komunikasi 
lainnya sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan kondisi desa yang 

diputuskan dalarn musyawarah desa. 

3. Pengelolaan Usaha Ekonomi produktif serta 
pengelolaan sarana dan parasarana ekonomi. 

a. pengelolaan produksi usaha pertanian 

untuk ketahanan pangan dan usaha 
pertanian yang difokuskan pada kebijakan 

satu desa satu produk unggulan, antara 
lain: 

1. Pembibitan Tanaman Pangan; 

2. Pembibitan Tanaman keras; 
3. pengadaan Pupuk; 
4. pembenihan ikan air ta war; 

5. pengelolaan usaha hutan sosial; 

6. pengelolaan usaha hutan sosial; 

7. pengadaan bibit/induk ternak; 

8. inseminasi buatan; 
9. pekan ternek; dan 
10. sarana dan prasarana produksi 

pertanian lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi yang 

diputuskan dalam musyarah desa. 
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b. pengelolaan hasil produksi usaha pertanian 

untuk ketahanan pangan dan usaha 

pertanian yang difokuskan pada kebijakan 

satu desa satu produk unggulen, entara 

lain: 
1. tepung tapioka; 

2. kerupuk; 

3. keripik jamur; 

4. keripikjagung; 

5. ilcan asin; 

6. abon sapi; 

7. susu sapi; 

8. kopi; 

9. coklat; 

10. karet; dan 

11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

kondisi desa yang diputuskan dalam 

musyawarah desa. 

c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil 

yang difokuskan pada kebijakah satu desa 

satu produk unggulan, antara lain : 

l. meubelair kayu dan rotan; 
2. alat-alat rumaha tangga; 

3. pakaianjadi/konveksi; 

4. kerajinan tangan; 
5. kain tenun; 

6. kain batik; 

7. bengkel kendaraan bermotor; 

8. pedagang di pasar; 

9. pedageng pengepul; dan 

10. pengelolaan jasa dan industri kecil 

Jainnya yang sesuai dengan analisis 

kebu tuhan dan kondisi desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa. 
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d. Pendirian dan pengembangan BUMDesa 

dan atau BUMDesa bersama, antara Iain : 

1. Pendirian BUMDesa dan atau BUMDesa 

Bersarna; 

2. Penyertaan Modal BUMDesa dan atau 

BUMDesa Bersama; dan 

3. Penguatan Permodalan BUMDesa dan 

Atau BUMDesa Bersaroa 

e. Pengembangan Usaha BUMDesa dan/atau 

BUMDesa bersama yang difokuskan pada 

kebijakan satu desa satu produk unggulan, 

antara lain : 
1. Pengelolaan Hu tan Desa; 

2. Industri Air Minum; 

3. Industri Pariwisata Desa; 
4. Industri Pengolahan Ikan; dan 

5. Produk Unggulan Lainnya yang sesuai 

dengan analisi kebutuhan dan kondisi 

desa diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

f. Pengembangan U saha 

BumDesa bersama yang 

BuroDesa dan 

difokuskan pada 

pengembanganusaha layanan jasa, antara 

lain: 

1. Pengembangan dan penyewaan sarana 

dan parasarana olahraga. 

2. Pengadaan dan penyewaan alat 

transportasi; 

3. pengadaan dan penyewaan peralatan 

pesta; dan 

4. Pengadaan at.au pengembangan sarana 

dan prasarana lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

desa yang diputuskan dalam 

musywarah desa. 
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g. Pembentukan clan pengembangan Usaha 

masyarakat dan / atau koperasi yang 
difokuskan kepada ke bijakan satu desa 
satu produk unggulan, antara lain : 

1. Pembentukan usaha masyarakat; 
2. bantuan sarana produksi, distribusi dan 

pemasaran untuk usaha ekonomi 
masyarakat; clan 

3. pembentukan dan pengembangan usaha 

ekonomi lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 
yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

h. pengembangan clan pemanfaatan Teknologi 
Tepat Guna (TTO) untuk kemajuan ekonomi 
yang difokuskan kepada kebijakan satu 

desa produk unggulan, antara lain : 

1. Sosialisasi TTG; 

2. Pos Pelayanan Teknologi Desa 
(POsyantekdes) clan/ atau antar Desa; 

3. Percontohan TTG untuk produksi 

pertanian, pengembangan sumber 
energy perdesaa, pengembangan sarana 

transportasi dan komunikasi serta 

pengembangan jasa dan indutri kecil; 

dan 
4. pengembangan dan pemanfaatan TTG 

Jainya yang sesuia dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi DEsa yang 

diputuskan musyawarah desa. 
i. pengelolaan pemasaran basil produksi 

Usaha BUMDesa dan Usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan pada kebijakan 

satu desa satu produk unggulan, antara 
lain: 

1. penyediaan informasi harga/pasar; 
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2. pameran basil BUMDesa, Usaha 

ekonomi masyarakat dan/ atau 
koperasi; 

3. Kerjasama perdagangan antar desa; 

4. kerjasama perdagangan dengan pihak 
ketiga; dan 

5. pengelolaan pemasaran lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

kondisi desa yang diputuskan dalam 

musyawarah desa, 

j. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa 

dalam menghadapi bencana serta kejadian 

luar biasa lainnya yang meliputi : 

I. penyediaan layanan informasi tentang 

bancana alam; 
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat 

dalam menghadapi bencana alam 

3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk 

penangan bencana alam; dan 

4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat 

lainnya sesuai 

kebutuhan dan 

dengan analisis 

kondisi desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa 

k. pe!estarian lingkungan hidup 

I. pembibitan pohon langka; 

2. reboisasi; 
3. pembersihan daerah aliran sungai; 

4. pemeliharaan hutan hakau; 

5. perlindungan terumbu karang; dan 

6. kegiatan !ainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

des a. 

I. Pemberdayaan 

memperkuat 

demogratis 
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1. mendorong partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan desa 

yang dilaksanakan secara swakelolah 
oleb desa antara lain : 

a. pengembangan sistem informasi 
desa; 

b. pengembangan pusat 

kemasyarkatan atau balai rakyat; 
dan 

c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 
2. mengembangkan 

pengembangan 
berkelanjutan dengan mendayagunakan 
sumber daya manusia dan sumber daya 
alam yang ada di desa antara lain : 

a. penyusunan arah pengembangan 

desa. 
b. penyusunan rancangan program/ 

kegiatan pengembangan desa yang 
berkelanjutan; dan 

c. kegiatan Iainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 
yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 
3. menyusun rancangan pembangunan 

desa sesuai dengan prioritas, potensi 
dan nilai keraifan local, antara Iain : 

a. pendataan potensi asset desa; 

b. penyusunan profil desa/ data desa; 
c. penyusunan peta asset desa; dan 

d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi desa 
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yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 

warga 

dan 
miskin, 

perencanaan dan 
yang berpihak kepada 

warga 

penganggaran 

kepentingan 
disabilitas, perempuan, anak, 

kelompok marginal, antara lain : 

a. sosialisasi penggunaan dana desa; 
b. penyelenggaraan musyawarah 

4. menyusun 

' ' 
:--._ 

kelompok warga miskin warga 

disabilitas, perempuan, anak dan 

kelompok marginal; dan 
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 
yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 
5. mengembangkan sistem transparansi 

dan akuntabilitas dalam pelaksaoaan 

pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa, antara lain : 

a. pengembangan system administrasi 

keuangan dan asset desa berbasis 

data digital; 
b. pengembangan laporan keuangan 

dan laporan asset desa yang terbuka 

untuk pu blik; 
c. pengembangan system informasi 

desa; dan 
d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 
yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 
6. mendayagunakan lembaga 

kemasyarakatan desa dan lembaga adat, 
antara lain : 

- 28 - 



I 
'-- 

a. pengembangan lembaga 

kemasyarakatan Desa dan/atau 
lembaga adat; 

b. pelatihan pengurus 

kemasyarakatan desa 

lembaga adat; dan 
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 
7. mendorong partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan kebijakan desa yang 
dilakukan melalui musyawarah desa, 

antara lain : 
a. Penyebarluasan informasi kepada 

masyarakat desa perihal hal 

strategis yang akan dibahas dalam 

musyawarah desa; 
b. Penyelenggaraan musyawarah desa; 

dan 
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebu tuhan dan kondisi desa 

yang diputuskan dalam musyawarah 

desa. 
8. mela.kukan pendamingan masyarakat 

desa yang berkelanjutan, antara Jain : 

a. pelatihan kepemimpinan; 
b. pembentukan kader pemberdayaan 

masyarakat desa; 
c. pelatihan kader pemberdayaan 

masyarakat desa; dan 

d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi desa 
yang ctiputuskan dalam musyawarah 

desa. 
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9. Penyelenggaraan peningkatan kualitas 

dan kapasitas sumber daya manusia 

masyarakat desa untuk pengembangan 
lumbung ekonomi desa yang difokuskan 

pada kebijakan satu desa satu produk 
unggulan, antara lain : 
a. Pelatihan usaha pertanian, 

perikanan, perkebunan, indutri kecil 

dan perdagangan;' 
b. pelatihan teknologi tepat guna; 

c. pelatihan pembentukan dan 

pengembangan koperasi; 
d. pelatihan kerja dan keterampilan 

bagi masyarakat desa, antara lain : 
1. warga desa pengelolah usaha 

produktif; 

2. tenaga kerja usia produktif; 
3. kelompok usaha ekonomi 

produktif; 
4. kelompok perempuan; 

5. kelompok pemuda; 

6. kelompok tani; 
7. kelompok nelayan; 

8. kelompok pengrajin; dan 

9. warga desa dan/atau kelompok 

yang Jainnya sesuai kondisi desa 

e. kegiatan peningkatan kapasitas 

lainnya untuk pengembangan dan 

penguatan kebijakan satu desa satu 

produk unggulan yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan 
kondisi desa yang diputuskan dalam 

musyawarah desa. 
10. melakukan pengawasan dan pemantaun 

penyelenggaan pemerintah desa dan 

pembangunan desa yang dilakukan 
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secara partisipatif oleh masyarakat 

desa, antara lain: 
a. pemant.auan berbasis komunitas; 
b. audit berbasis komunitas; 

c. Pengembangan unit pengaduan 
desa; 

d. pengembangan bantuan hokum dan 

paralegal untuk penyelesaian 
masalah secara mandiri oleh desa; 

e. penyelenggraan musyawarah desa 

untuk pertanggungjawaban dan 

serah terima hasil pembangunan 

desa; dan 

f. .kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

analis kebutuhan dan kondisi desa 

yang diputuskan dalam mugyawarah 

desa. 
5. BIDANO TAK TERDUOA 

1. Belanja Bidang Tak terduga merupakan bela'nja 
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau 
tidak diharapkan berulang, seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, 
kerusakan sarana dan prasaraoa.yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan 

pengaruh pemerintah Desa, yang tidak 

tertampung belum tersedia anggarannya. 

2. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga 
untuk bencana alam atau bencana sosial 

dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui 

BPD dan Camat setempat. 

c. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan 
Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah 

tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 2017 adalah: 

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai 

pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang 
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pemberdayaan dan Pembangunan Desa 

Masayarakat Desa. 
2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan 

untuk membiaya.i Kegiatan BUMDesa atau 

BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan 
desa atau kawasan perdesaan dan sarana olah 
raga desa. 

3. Prioritas Penggunaan dana desa, dipublikasikan 
kepada masyarakat oleh pemerintah desa diruang 
publik atau ruang yang dapat cliakses oleh 

masyarakat desa. 

4. mekanisme penetapan prioritas penggunaan daoa 
desa adalah bagian dari perencanaan yang tidak 

terpisahkan dengan prioritas pembangunan 

nasional. 

b. belanja desa tenliri atas jerris : 
1. Belanja Pegawa.i 

Dianggarkan utuk pengeluarao penghasilan tetap dan 

Tunjangan Bagi Kepala Desa den Perangkat Desa serta 

tunjangan BPD. Belanja Pegawa.i clianggarakan dalam 

kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan 
Tunjangan den pelaksanaannya clibayarkan setiap 

bulan. 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 
barang yang nila.i manfaatnya kurang dari 12 bulan. 

Belanja barang dan jasa antara la.in : 

a) Alat Tulis Kantor; 

b) Benda Pos; 

c) Ballan/Material; 

d) Pemelihnraan; 

e) Cetak/ penggandaan; 

I) Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor; 
gJ Makan dan Minum Rapat; 

h) Perjalanan Dinas; 
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i) Upah Kerja; dan 

ii Honorarium Narasumber/tenaga ahli 

3. Belanja Modal 
Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang 
nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. 

Pembelian/pengadaan 

digunakan untuk 

barang 

kegiatan 

a tau bangunan 

penyelenggaraan 
kewenangan desa. 

Nilai Asset Tetap dan Asset Lainnya yang 
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar 

barga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja 
yang terkait dengan pengadaan pembangunan asset 

sampai asset tersebutsiap digunakan, olebnya itu 

biaya kontruksi, biaya perencanaan (desain), Biaya 

Pengawasan (Tim Pemeriksa), Biaya Administrasi 
kegiatan (TPK) dianggarkan tidak terpisahkan dalam 

penganggaran Nilai Belanja Modal tersebut (hanya 

menggunakan 1 koderekening belanja modal 

berkenan). 
c. Surplus/Defisit APBDesa 

Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara 
anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa. 

3. Pembiayaan Desa 

1. Penerimaan Pembiayaan 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPAJ tahun 

sebelunmya; Silpa antara lain berupa palampauna 

penerimaan pendapatan terhadap belanja, 

penghematan belanja dan sisa dana kegiatan 

lanjutan. Silpa merupakan penerimaan 

pembiayaan yang digunakan untuk : 

1. menutupi defisit anggaran apabila realisasi 
pendapatan lebih kecil daripada realisasi 
belanja. 

2. mendanai pelaksanaan kegiatn lanjutan; dan 
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3. mendanai kewajiban lainnya yang sampai 

dengan akhir tahun anggaran belum 

dilaksanakan. 
b. Pencairan Dana Cadangan 

Pencairan dana cadangan digunakan untuk 

menganggarkan pencairan dana cadangan dari 
rekening dana cadangan ke rekening kas Desa 

dalam tahun anggaran berkenaan. 
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, 

digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan 
kekayaan desa yang dipisahkan. 

2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Pembentukan Dana Cadangan 

1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana 

cadangan untuk mendanai kegiatan yang 

penyediaan dananya tidak dapat 
sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu 

tahun anggaran yang ditetapkan dengan 

peraturan desa, yang memuat paling sedikit : 
a. Penetapan tujuan pembentukan dana 

cadangan; 
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai 

dari dana cadangan; 

c. Besaran dan rincian tahunan dana 

ca dang an yang harus dianggarkan; 
d. Sumber dana cadangan; dan 

e. Tahun anggaran pelaksanaan 
cadangan. 

2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber 
dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali 

dari penerimaan yang penggunaannya telah 
ditentukan secara khusus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan 

pada rekening tersendiri dan penganggaran 
dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
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masa jabatan Kepala Desa. 

b. Penyertaan Modal Desa. 

1) Penyertaan modal pemerintah daerah Desa 

pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

ditetapkan dengan peraturan Desa tentang 
penyertaan modal. Penyertaan modal dalam 
rangka pemenuhan kewajiban yang telah 

tercantum dalarn peraturan Desa tentang 
penyertaan modal pada tahun sebelumnya, 

tidak perlu diterbitkan peraturan Desa 
tersendiri sepanjang jumlah anggaran 
penyertaan modal tersebut belurn melebihi 
jumlah penyertaan modal yang telah 

ditetapkan pada peraturan Desa tentang 
penyertaan modal. 

2) Dalam hal pemerintah Desa akan menambah 

jumlah penyertaan modal melebihi jumlah 

penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan Desa tentang penyertaan modal 
dimaksud, pemerintah Desa melakukan 

perubahan peraturan Desa tentang penyertaan 

modal tersebut. 
3) Pemerintah daerah dapat menambah modal 

yang disetor dan/atau melakukan penambahan 

penyertaan modal pad a Bad an U saha Milik 
Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur 
permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud 

dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan 

berkembang. 

2. PERUBABAl'f APBDES 
APBDesa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa 

dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, Perubahan APBDesa 
dapat dilakukan apabil terjadi : 
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar jenis belanja; 
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b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) 
Tahun sebelumnya hams dugunakan dalam tahun berjalan; 

c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam 

pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/ atau 

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, 
krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial berkepanjangan; 
dan 

e. perubahan mendasar atas kebijkan pemerintah dan 
pemerintah daerah. 

Perubahan tersebut disepakati terlebih dahulu dalam perubahan 
RKPDesa. 

( c. SISTEMATIKA DOKUMEl'l APBDes POKOK 2017 - 
1. Perdes Kewenangan Desa 

2. SK Pengesahan Camat 

3. Persetujuan Camat/ Rekomendasi 
4. Berita Acara Persetujuan BPD 
5. SK Persetujuan BPD 

6. Visi Misi Kepala Desa 

7. RPJMDes 

8. RKPDes 

9. Perdes tentang APBDes Pokok 2017. 

� 

D. HAL-HAL KHUSUS LAil'll'lYA 

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, 

selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, 
juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut: 
1. Kepala Desa dapat didamping oleh Tenaga Pendamping dalam 

hal: 
a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

b. Pembinaan Desa; 

c. Pembinaan Kemasyarakatan; dan 
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

2. Penyajian penggunaan dana secara transparan 

3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai 

tanggap darurat, penanggulangan bencana aJam dan/ a tau 
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bencana sosial serta kebutuhan mendesak Lainnya, dilakukan 

dengan cara: 

a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari 

belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Desa dan 

memberitahukan kepada BPD paling Lama 1 (satu) bulan 

terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan; 

b. Hasil persetujuan Kepala Desa dan BPD dibuat dalam bentuk 

berita acara yang dilengkapi dengan dokumentasi 

disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya di buatkan 
rekomendasi persetujuan Bupati. 

c. Atas dasar rekomendasi persetujuan Bupati tersebut, maka 

aparat Desa yang akan bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan; 

4. Kebijakan Daerah dalam hal Penggunaan Dana Desa pada 

kegiatan yang menjadi Kewenangan Daerah dapat dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan banjir/longsor; 

b. Sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dikoordinasi 

dengan dinas terkait tentang perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan climaksud; 

c. Dalam 1 Desa clidusunnya tidak terdapat pekerjaan lisik yang 
merupakan kewenangan desa. 

d. Aset Desa yang dikelolah oleh yayasan harus tercatat dalam 

catatan Aset Desa. 

5. Batas Jumlah Maksimal dana yang tersimpan pada bendahara 
desa, yakni : 

a. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi desa yang dekat 

dengan Bank. 

b. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi desa yang jauh 

dan masih mudah menjangkau Bank. 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2017 

TBNTANG 
PBJtU'.BARAN LAMPDtAlr BtJPATI J.UW0 VTARA NOMOR 9 TAHtJli 2017 
TENT.ANG PEDOIICAN PENYUStJliU AllOOARAN PB>IDAPATAN DAiil BBL.ANJA DESA 
TAHON ANGGARAN 2017 

DAFTAR PAR.AlllETER BIDANG DAN KKGIATAN 

KODB URAIAII SUMJIBR DANA KET 

1 2 3 4 

01 Bld•n• Pl9a-lan Pemerintah Desa 
01.01 Pewbavuran Penahesilen Te"'""' dan Tunian- ADD PBH 
01.02 Ke....:"tan Ooerasicnel Perkantoran ADD, PBH 
01.03 Kesdatan Operasional BPD ADD,PBH 
01.04 Kesdatan InsentifRT/RW ADD.PBH 
01.05 Kegiatan Penata.usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

dan Aset Desa ADD,PBH 
01.06 Keofatan Peneta:pan dan Peneeasan Batas Desa ADD,PBH 
01.07 Penda.l:aan Oesa ADD PBH 

1.08 Ke...; .. , .... Pen .......... an Tata RuanP Desa ADD PBH 
_J.09 �atanl'en aanM awarahDesa ADD,PBH 
01.10 tan Pen lnfo.nnasi Desa ADD,PBH 
01.11 J{eai<1N1n Penve aan Musrenb•n, .. Oesa ADD.PBH 
01.12 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pcnyelengga:raan Pemerintahan Dcsa 

ADO, PBH 
01.13 KMriatan Keffl sama antac Desa ADD.PBH 
01.14 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Kant.or Desa ADD,PBH 
01.15 u eeiatan Pecsertifik:ata Tanah ADD PBH 
01.16 Ke. Pe Buku Admirustrasi Oesa ADD.PBH 
01.17 Keaiatan Pen ..... daan Pembanzunan. dan Pemeliharaan Kantor BPD ADD PBH 
01.18 Kegiatan Pengaclaan, Pembangunan, dan Pemelihara.an Gedung Balai 

Pertemuan ADD,PBH 
01.19 Ke Penvele aan Desa Lainnva ADD. PBH 

02 Bid•.._,.. PelablUlUA P DUI Deaa 
02.01 Kegintan Pembangunan Sarona Prasanma Pengolahan Kompos/Pupuk 

Kandanz untuk Pupuk OraAnilr ADD, PBH, DDS 
)2.02 Kegiatan Pengada.an dan Pengembangan Sarana Prasarana Pembuangan 

Samoah n-,.,. 'Bank Sameeh Desa ADD PBH DDS 
02.03 Kegia.tan Pembangunan dan Pengembangan Sarana prasarana Daur 

Ulang Sampah/Bank Sampah ADD, PBH, DDS 
02.04 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk 

KandanalKompos/Bank Samoab ADD PBH.DDS 
02.05 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 

h,.m Rumah Taneea dan Kawasan Wisata ADD, PBH, DDS 
02.06 Kegia.tan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase 

ADD PBH.DDS 
02.07 Ke...: ... t .... Pemban ... • .. an Pen-ban ....... dan Pemeliharnan Talud ADD,PBH DDS 
02.08 Kegiatan Pembangunan, Pengem.bangan dan Pemeliharaan Jalan Desa 

ADD, PBH, DDS 
02.09 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemelihara.an Jembatan 

Desa ADO PBH DDS 
02.10 I<e · tan Rchabilitasi dan Perluasan Tamba.te.n Perahu. ADO PBH DDS 
02.11 Ke.,; .. btn Pemban Tambatan Pemhu ADD DDS 
02.12 Kegiatan Pembangunan Listtik Tenaga Mikrohidro, Tenaga Surya dan 

Biceas ADD, PHH, DDS 
02.13 Kegiat.an Pengadaan, Pembangunan dan Pengem.bangan Sistem 

Informas.i. dan KomunikasfDcsa ADD, PBH, DDS 
02.14 Kecia-tan Pembangu.oan/Pengadaan Tandon Afr/Bak Penampung air 

Hufan atau Air Bersih darl Sumber Mata Air ADD. PBH, DDS 
02.15 Kegiatan Pemeliharaan Salurau Air Bersih dari Sumber Mata Air ke 

Rumah Penduduk ADD, PBH, DDS 
02.16 Kegiat.an P.engadaan, Pembangunan, Pengembangan clan Pemeliharaan 

Sarana Air Bersih Berskala Dese ADD, PBH, DDS 



02.17 Kegiat.an Pengedaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliha.raan 
Santasi Lin ADD PBH, DDS 

02.18 Kegiatan Pengadaan, Pemhangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 
Posvandu ADD, PBH, DDS 

02.19 Kegiatan Rehabilitasi dan Penembahan Unit Fasilitas Jam.ban Publik 
"-'C� ADD, PBH, DDS 

02.20 Keai,::itan Peceedeen clan Peneembanean Jambanisasi ADD PBH.DDS 
02.21 Kegiatan Pengadaan Kebutuban Medis dalam Mendukung Kesehatan 

Masvarakat Desa ADD, PBH, DDS 
02.22 Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliheraan 

Geduna Peud ADD, PBH, DDS 
02.23 Kegiatan Pembancunan, Pengadaan dan Pengembangan Perpustakaan 

Desa ADD PBH DDS 
02.24 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Ball:U Pelatihan/Kegiatan 

Belaiar Ma .... arakat ADD, PBH, DDS 
02.25 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Taman Belatar Keeaamaan ADD PBH,DDS 
02.26 Keffi•tan Pembann-nnan dan p ........ embaneen Taman/Musim Desa. ADD PBH.DDS 
02.27 Kesiatan Mem .... rbaild nan ..--. .......... Budava ADD, PBH, DDS 
02.28 Kegiatan Penambahan Bahan-Bahan Promosi dan Buku Pendidikan 

tentane Pan.tai dan Laut ADD, PBH, DDS 
02.29 Keaiatan Pemban dan Pemeliharaan Saluran Irie:asi Desa. ADD, PBH, DDS 
02.30 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung/Sistem Pengairan 

ADD PBH DDS 

; 02.31 Keniatan Pembaneunan Bendunean Berskala Keeil ADO PBH.DDS 
J.32 Kesdatan Peeeedeen Ka,..,1 Penanekan lkan ADD, PBH, DDS 

. !.33 Kezlatan Pemban Kendaaz Ternak ADD, PBH. DDS 
02.34 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saran.a dan Prasarana 

Penzolahan Hasil Pertanian ADD, PBH, DDS 
02.35 Keffl""tan Pcmbibitan Tana.man Sa••nr-sa'"' .. an ADD. PBH. DDS 
02.36 Kclnatan Peneedean Sarana den Pra.sarana Jasa dan Industri Kecil ADD. PBH, DDS 
02.37 Kepjatan Pembantrunan Pondok Wisata ADD, PBH, DDS 
02.38 Kelriatan Pembansunen dan Peneadaan Wahana Permainan Anak ADD, PBH, DDS 
02.39 Kesietan Pemban dan Pensadaan Wahana Outbound ADD,PBH DDS 
02.40 Kem .. 1- .... Pemb .... mman clan Pe ... eadeaa Taman Rekreasi ADO, PBH DDS 
02.41 Keoiatan Pe adaan Sarana Prasarana Teknelozi Tenat Guna ADD PBH DDS 
02.42 Kegiatan Pembangunan Saran.a Prasarana Pelestarian Lingkungan 

Hiduo ADD, PBH, ODS 
02.43 Keaiatan Pemba ....... man T .......... t Pelelanea ... Ikan ADD. PBH. DDS 
02.44 Kel>iatan Pembansunan Pasar Desa ADD, PBH, DDS 
02.45 Kegi.at.an Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Pembibitan Tana.man p .... nan ADO.PBH DDS 
02.46 Kegiatan Pembangunan Sarana Praserana Pengotahan Hasil Pertanian 

ADD, PBH, DDS 
i)2.47 KeJriatan Pembaneunan Ruana: Promosi Produksi Hasil. Pertanian ADD, PBH, DDS 
12.48 Keei.atan Pembaneunan Sum.UT Resaoan ADD, PBH, DDS 
02.49 Keiriatan Pemban ... rnan Tembok Laut Kawasan Wisat.a Laut ADD, PBH, DDS 
02.50 Keiriatan Rehabilitasi dan Pemeliha.raan J Track Wisatawan ADD, PBH, DDS 
02.51 Ke,,;atan Pembansunan P»nom,nsz: Hiburan di Ruana Publik Pantai ADO PBH DDS 
02.52 Kegiatan Membangun Fasilit.asi Penunjang Acara Tradisi "Sedekah Laut" 

ADD, PBH, DDS 
02.53 Kegiatan Pembangunan Pusat Budidaya, Pembenihan dan Kecamba 

Ilcan Kerapu, Kenservasi Tukik Penyu dan Terumbu Karang 
ADD. PBH DDS 

02.54 Keaiatan Rehab Pasar Ikan Milik Desa ADD, PBH, DDS 
02.55 Ke,,;atan Pelest.arianlPerlindun-- Penvi dan Terumbu Karan"' ADO PBH, DDS 
02.56 Keziaten Pembibitan /Penanaman Cemara Laut dan Bakau ADD PBH DDS 
02.57 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Plat Deucker 

ADO, PBH, DDS 
02.58 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan den Perneliharaan Sanggar Tani 

ADD PBH DDS 
02.59 Kesiatan Pem Sarana dan Prasarana Desa Lainnva ADD.PBH ODS 

03 Bidancr Pe.m.binaan Kem tan 
03.01 Keuiatan Pembinaan Lembasa Kemasvarakatan ADO PBH 
03.02 Keaiatan PenveJen araan Ketentraman dan Ketertiban ADD PBH 
03.03 Kcl!'.iatan Pcmbinaan Kcrukunan Umat Bereeeme ADD PBH 
03.04 Keeiatan Pensadaan Saranadan Prasarana Olahraza ADD,PBH 
03.05 Kelliatan Pembinaan Lembaea Adat ADD, PBH 
03.06 Keziatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Buda •• "' M,,,.,..,..,, .. akat ADD PBH 
03.07 Kelriatan Pembinaan Pembinaan PKK ADD PBH 
03.08 Keziatan Pembinaan LembaJ>.a xeeeeeudaen ADD, PBH 
03.09 Ke..,.;"'tan Pembina.an Lemb,.,.a Karan« Taruna ADD !'Bii 
03.10 Keglatan Pembinaan M"',c,uarakat Lainnva ADD. PBH 



02.17 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemelih.a:raan 
Santasi Lfu.,.1cunUHn ADD, PBH, DDS 

02.18 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 
Posvandu ADD, PBH, DDS 

02.19 Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Unit Fasilitas Jam.ban Publik 
MCKl ADD,PBH DDS 

02.20 Ke...:,,t,,, ... u.. ........ drum dan Peneem Jambanhia.s.i. ADD PBH DDS 
02.21 Kegiatan Pengadaan Kebutuhan Medis dalam Mendukung Kesehatan 

IM,,.,warakat Desa ADD, PBH, DDS 
02.22 Kegiatan Pem.bangunan, Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Gedu ..... Paud ADD. PBH, DDS 
02.23 Kegiata.n Pambangunan, Pengadaan don Pengemba.ngun Perpust:akaan 

Desa ADD PBH.DDS 
02.24 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Balai Pelatihan/Kegia.tan 

Belaiar 1.t" .. -·arakat ADD, PBH, DDS 
02.25 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengewbangan dan Pemeliharaan 

Taman Belaiar Keaaameen ADD PBH.DDS 
02.26 Kesiat ...... Pemban-·nan dan Pen ban Taman!Musim Desa ADD, PBH, DDS 
02.27 Ke · tan Memnerbaik.i Ban nan t eaar Budava ADD PBH.DDS 
02.28 Kegiatan Penambahan Bahan-Bahan Promosi dan Buku Pendidikan 

tent-a ..... Pantai dan Laut ADD, PBH, DDS 
02.29 Keeieten Pembanaurian dan Pemeliharaan Saluran 1..:-..: Desa. ADD PBH,DDS 
02.30 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung/Sistem Pengairan 

ADD PBH,DDS 
,.J 02.31 Keeiatan Pemban Bendun,_ ... Berskala Kecll ADD, PBH, DDS 

2.32 Keeietan Peneedeen Kanai Pe llmn ADO PBH DDS 
2.33 Keaiatan Pemban Kand ..... .,. Temak ADD, PBH, DDS 

02.34 Kegiatan Pembangunan dan Pt-rnelibaraan Sarana dan Prasarana 
Penznlahan Hasil Pertanian ADD PBH,DDS 

02.35 Ke · tan Pembibitan Tanaman Sa , ... an ADD PBH DDS 
02.36 Ke.1!:iatan Peneadaan Sarana dan Presarana Jasa. dan Industri Kecil ADD PBH.DDS 
02.37 Keelatan Pemban .... •nan Pondok Wisata ADO, PBH, DDS 
02.38 Keeiatan Pemba .... zunan dan Peneadaan Wahana Pennainan Anak: ADD, PBH, DDS 
02.39 Kegiatan Pemb dan Peneedaan Wabana Outbound ADD, PBH, DDS 
02.40 Keoiatan Pembanzt nan dan Penaadaan Tam.an Rekreasi ADD, PBH, DDS 
02.41 Keiriatan Peeeadaan SaranaPrasarana TeknoloM Teoat Guna ADD, PBH, DDS 
02.42 Kegiatan Pembangunan Sarana Prnsarana Pelestarlan Lingkungan 

Hidun ADD, PBH, DDS 
02.43 Keaiatan Pembaneunan Temoat Pelelanean Ikan ADD, PBH, DDS 
02.44 Keeiatan Pember .. iaunan Pasar Desa ADD. PBH, DDS 
02.45 Kegiat.an Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Pombibitan Tanaman Panean ADD PBH, DDS 
02.46 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana. Pengolaho.n Hasil Pertanian 

ADD, PBH DDS 
02.47 Keuiatan Pembanaunan Ruan!!' Promosi Produksi Hasil Pertanian ADD, PBH DDS 
02.48 Kel>iatan Pembaneunan Sumur Resapan ADD, PBH, DDS 
02.49 Ke,tiatan Pembeneunan Tembok Laut Kawasan Wisata Laut ADD, PBH, DDS 
02.50 Keffl .. tan Rebabilit.asl dan Pem.elibarnan Jo.....;.., .. Track Wisatawan ADD, PBH, DDS 
02.51 Kel!iatan Pembeneuaan Pan ....... me Hiburan di Ruan .. Publik Pantai ADD. PBH DDS 
02.52 Kegiatan Membangun Fasilila6i Penunjang Acara Tradis.i "Sedekah Laut" 

ADD. PBH DDS 
02.53 Kegiatan Pem.bangunan Pusat Budidaya, Pembcnihru1 dan Keramba 

Bran Kerapu, Konserva& Tukik Penyu dan Terumbu Karang 
ADD, PBH, DDS 

02.54 Kefflatan Rehab Pasar Utan Milik Desa ADD PBH DDS 
02.55 Keeeten Pejestarian/Periindunzan Penvu dan Terumbu Karanz ADD, PBH, DDS 
02.56 Kel!i.atan Pembibitan /Penanaman Cemara Laut dan Bakau ADD, PBH, DDS 
02.57 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Plat Deucker 

ADD, PBH DDS 
02.58 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sanggar Tani 

ADD, PBH, DDS 
02.59 Ke..!ntan Pemb nWl Sarana dun Prasarana Desa. Leinnva ADD. PBH, DDS 

03 Bidenu Pem.bh:J.aan Kem .... 
03.01 Keziatan Pembinaan Lembasa Xemascarakaran ADD,PBH 
03,02 Ke.criatan Pe ........ i .. n""'araan Ketentra.man dan Ketertiban ADD.PBH 
03.03 KeDiatan Pembina.an Ke.rukun.nn Umat Ber" .. runll ADD,PBH 
03.04 Ke,riatan Peneadean Sarana dan Prasarana Olahraza ADD PBH 
03.05 Ke.l!iatan Pembinaan Lembeea Adat ADD,PBH 
03.06 Keaiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budava Masvarakat ADD, PBH 
03.07 Keffl<>tanPembinaanPembinaanPKK ADD, PBH 
03.08 Keffl"tan Pembinaan Lerabaza Kenemudaan ADD, PBH 
03.09 Ke...i"tan Pembine.an Lemb .. ,.a Karana Tanlna ADD,PBH 
03.10 Ke · tan Pembinaan M atLainnva ADD, PBH 
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04 Bldanl( l'embenfa-,.n llasyanlkat 
04.01 Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, 

Peraneket Desa dan BPD ADD,PBH 
04.02 I< Peo--Iolaan Pe Kesehatan u ....... amkat ADD PBH,DDS 
04.03 ., p ...... elolaa.n Pclavanan Pendidikan clan Kebudavaan ADD PBH. DDS 
04.04 Ke..: .. , •. � Penaeloltum 1 • PenlmahanD ... ADD,PBH DDS 
04.05 K Penr.elolaan Desa ADD PBH,DDS 
04.06 K Peceeeebenea ... En.-.-.n Terbarukan ADD PBH,DDS 
04.07 Peneelclaan Informa:ri dan Kom11oikaP Desa ADD, PBH, DDS 
04.08 Kegiatan Peogelolaan Usaha Ekonomi Poduktif dan Pengelolaan Sarana 

Prasarana Ekonomi ADD PBH,DDS 
04.09 Kegiatan Pengu.atan Kesiapsiagesn Muyurakat Menghadapi Bcncana 

Alam ADD, PBH, DDS 
04.10 Keeiatan Penonatan Tata Kelolah Desa ADD PBH, DDS 
04.11 Kem'..,...n Pendirian dan Peneemban ........ Bumdes ADD, PBH, DDS 
04.12 Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelolah llleb 

Bumdesa ADD.PBH DDS 
04.13 Kenintan Pen.in dan Peu-Ulbaoaan Bumdesa ADO. PBH DDS 
04.14 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pen:ncanaan Bisnis dalam Pengelolaan 

Bumdesa ADD, PBH, DDS 
04.15 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUM Desa 

ADD, PBH, DDS 
04.16 Keffl•ten Pelatihan K lnan ADD, PBH, DDS 
04.17 KePiatan Pelatihan Kader Pemberdavaan. M akat ADD PBH DDS 
'•:4.18 Keeiatan Pelatihan Pertanian Oraanik ADD.PBH DDS 
.·4.19 Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian 
' ADD, PBH, DDS 
04.20 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/Rembug Warga 

Natan P�latihan Pen-1olaan dan Pemasaran Hasil Pertanian 
ADD,PBH DDS 

04.21 ADD, PBH, DDS 
04.22 xeetaean Pelahban Desa ADD, PBH DDS 
04.23 Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasai Sengket.a Hukum berkaitan 

Penaelolaan Aset Desa ADD.PBH,DDS 
04.24 Keziatan Sosialisasi Ancaman p ... -akit di Desa ADD, PBH, DDS 
04.25 Ke..,;.,tan Eduka:si Gerak:nn Hiduo Bersih dan Sehat di Dcsa. ADD PBH DDS 
04.26 Kc..:··tan Pelatih.an Penaelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian ADD, PBH, DDS 
04.27 Ke.itiatan Pembentukan Pcsvantekdes ADD. PBH. DDS 
04.28 Keziatan Pene:adaan Induk Sa .. ; ADD, PBH. DDS 
04.29 Keffl,.tan Pam.eran Hasil Produksi Pertanian ADD,PBH DDS 
04.30 Kegiatan Pelatihan E-mark.eting dan Pembuatan Website wituk 

Pemasaran Hasil Produksi Perta.nian ADD. PBH. DDS 
04.31 Keglatan Sosialisas.i Oampak Negntif Pupuk Kimia. terha.dap Kesehat.an 

Manusia ADD PBH ODS 
·04.32 Kegiatan Pela.tihan Pemanfaatan Lim.bah Organik Rumah Tangga dan 

Pertanian serta Lim.bah Peternakan untuk. Enerai Bio=., ADD, PBH, DDS 
04.33 Kegiatan Pela.tihan Benih Kerapu, Tukik dan Budidaya Cemara Laut dan 

Bakau ADD, PBH, DDS 
04.34 Kegiatan Kursus/Pelatihnn .Kerajinan Tangan Berbahan Bo.ku Limbob 

Laut ADD, PBH. DDS 
04.35 Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengem.bangan Makanan Lokal sebagai 

Komuditas StratePi Ekonomi-Wisata ADD, PHH, DDS 
04.36 Keaiataa Pelatihan Kewira.usahaan Desa. untu.k Pemuda ADD. PBH. DDS 
04.37 Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kekayaan Bumdesa. 

ADD, PBH, DDS 
04.38 Kegiatan Musyawarah/Rembug Warga untuk Mewfungsikan kembali 

Tradisi Lum.bun.I!: Padi ADD, PBH, DDS 
04.39 Kematan Festival Makanan Olah.an Hasil Laut ADD, PBH, DDS 
04.40 Kegiatan Lomba Melukis/Menulis Keindahan Alam dan Hidup Bersih 

dan Sehat ADD. PBH, DDS 
04.41 Kcgiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Laut dan Petan.i Budida)'a dan 

Nelavan 'reneke ... ADD PHH.DDS 
04.42 Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Lokal untuk Menjaga Kelestarian 

Pantai dan Laut ADD PBH DDS 
04.43 Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonom.i, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, 

Jndustri Kecil dan Perd ADD, PBH. DDS 
04.44 K Pelatibeo Teknok,..: Tenet Gun.a. ADD PBH DDS 
04.45 Kcgiatan Peningkat.an Kapasitas Kader Pcmbenla.yaan Masyamkat Desa 

ADD, PBH, DDS 
04.46 Kegiatan Pmiingkatan Kapasi13s Masyarakat Kelompok Usaha Ekonomi 

Produktif ADD, PBH, DDS 



04 Bidu.• Pemberdaya.an H•mrankat 
04.01 Kegia.tan Pendid.ikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa. 

Perenakat Desa dan BPD ADD.PBH 
04.02 Ke...:�tan Peneelclean Pelavanan Kesehatan u .. sveraker ADD, PBH, DDS 
04.03 Keiriaran Peneelclaan Pelavanan Pendidika.n dan Kebudavaan ADD. PBH, DDS 
04.04 Keffi'"t:an PenlleJolaan Linotrun-- Pcruma.han Desa ADD, PBH DDS 
04.05 Kematan Peneelclaan Tran ortasi Desa ADO PBH,DDS 
04.06 Keeiatan Peneembanaen Enerffl Terbaru.kan ADD, PBH, DDS 
04.07 Kelriatan Pene:dolaan Infarmasi dan Komunikasi Desa ADD, PBH, DDS 
04.08 Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Poduktif dan Pengelolaan Sarana 

Prasaraoa Ekonomi ADD PBH DDS 
04.09 Kcgiatan Penguat.an Kesfapsia.gnnn Masyantkat Menghadapi Bencana 

Alam ADD, PBH. DDS 
04.10 K Penauatan Tata Kelolah Desa ADD, PBH, DDS 
04.11 Ke...:�•�- Pendirian dan Pensembenean Bum.des ADD PBH, DDS 
04.12 Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelolah oleh 

Bumdesa ADD. PBH. DDS 
04.13 Kc•.:atan Penin atan dan Pen banonn Bumdcsa ADO. PBH. DDS 
04.14 Kegiatan Pelatihan Manaje.men Perencanaan Bisnis daJam Pengelolaan 

Bumdesa ADD, PBH, DDS 
04.15 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUM Desa 

ADD. PBH, DDS 
04.16 Keziatan Pelatihan Ke ...... mimoina.n ADD, PBH, DDS 
�-17 Keeiatan Pelatihan Kader Pemberda M akat ADD PBH DDS 

• 4.18 Ke,.;..,tan Pelatihan Pertanian OcR:anik ADD. PBH, DDS 
4.19 Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana Pcoduksi Pertanian 

ADD, PBH, DDS 
04.20 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/Rembug Wacga 

ADD. PBH, DDS 
04.21 Ke0'111tan Pebttihan Penaelolean dan Pemasaran Hasil Pertanian ADD PBH, DDS 
04.22 Kesiatan Pelatihan Paralezaj Desa ADD PBH DDS 
04.23 Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasai Sengketa Hukum beckaitan 

Penzelolaan A.set Desa ADD, PBH, DDS 
04.24 Kesiatan Sosialisasi Ancaman Penvaklt di Desa ADD. PBH, DDS 
04.25 Kefflatan Edukasi Gerakan Hiduo Bersih da.n Sehat ell Oe$8. ADD PBH DDS 
04.26 Ke...: ... to.n Pelatihan Penoelolaan dan Pemldllfllll Hwril Pertanian ADD, PBH DDS 
04.27 Ke · tan Pembentukan Posventekdea ADD, PBH. DDS 
04.28 Keeiatan Pene:adaan Induk Saoi ADD, PBH, DDS 
04.29 Keeiatan Pameran Basil Produksi Pertanian ADD, PBH, DDS 
04.30 Kegiatan Pelatihan E-macketing dan Pembuatan Website untuk 

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian ADD, PBH, DDS 
04.31 Kegiatan Sosialfsas:f Dampak Negatif Pupuk Kimia terhadap Kesehatan 

,..32 Manusia ADD PBH DDS 
Kegiatan Pelatihan Pem.anfaatan Lim.bah Organik Rum.ah Tangga dan 
Pertanian sert:a Limbah Petemakan untuk Enel'"'O'i Bioeas ADD, PBH, DDS 

04.33 Kegiatan Pelatihan Ben.ih Kerapu, Tukik dan Budidaya Cemara Laut dan 
Bakau ADD PBH DDS 

04.34 Keglatan Ku.rsus/Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Baku Umbah 
Laut ADD. PBH DDS 

04.35 Kegiatan Pela.tihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal sebagai 
Komuditas StratePi Ekonomi-Wisata ADD, PBH, DDS 

04.36 Kezietan Pelatihan Kewirausahaan Desa untu.k Pemuda ADD,PBH,DDS 
04.37 Kegj.a.tan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kekayaan Bumde&a. 

ADD, P8H, DDS 
04.38 Kegi.atan Musyawarah/Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali 

Tradisi Lu.mbWJJ! PE.di ADD.PBH,DDS 
04.39 Kelri.atan Festival Makanan Olahan Hasil Laut ADD, PBH, DDS 
04.40 Kegiatan Lomba Melukis/ P.ienulis Keindahan Alam dan Hid up Bersih 

dan Sehat ADD PBH DDS 
04.41 Kegiatan Pele.tihH.O Pengolahan Hasil Laut d.an Pet.am Budidaya dan 

Nelavan Twi""ao ADD,PBH DDS 
04.42 Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Lokal untuk Menjaga KeJest.aria:n 

Pantai dan Laut ADD PBH DDS 
04.43 Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Pcrkebunan, 

lndustri Kecil dan Perdaeanee ... ADD. PBH DDS 
04.44 Ke"'atan Peladhan Teknoi.....: Te"'"'" Guna ADD, PBH, DDS 
04.45 Kegiat.an Pcningkatan Kapasitas Kader Pembecdayaan Masyarakat Cesa 

ADD PBH,DDS 
04.46 Kegiatan Peningkatan Kapas:itas Masyarakat Kelompok Usaha Ekonomi 

Produktif ADD, PBH, DDS 



04.47 Kcgiatan Peningkatan Kapasitas MHsyarakat Kclompok Pcrcmpuan 
ADD.PBH,DDS 

04.48 Kegiatan Peningkatan Ka�asitas Masrarakat Kelom�k Tani ADD,PBH,DDS 
04.49 Ke�t.an Penin�atan K.aoasitas M�arakat Miskin ADD, PBH, DDS 
04.50 Keeiatan Penin�atan Kapasitas Kelom�k Nelayan ADD PBH DDS 
04.51 Ke&!!!tan Peningkatan Kepesices Kelompok Pengrajin ADD, PBH, DDS 
04.52 Kegiat..'Ul Pcningkatan Kapasitas Kclompok Pcmcrhati dan Pcrlindungan 

Anak ADD PBH DDS 
04.53 Kegiatan Pemberdayaan ••--·arakat Lainnve ADO, PBH, DDS 

OS. Bulan• Tula.k Tenlu&a 
05.01 Kegiatan Kejadian Luar Biasa ADD PBH 
05.02 Keaiatan Setoran Kembal..i ADD PBH 

PARAF KOORDIN 151 
SEK DA 
ASISTEN • I 

KABAG HUKUM ,� 
KASUBAG 

" 

•BOPA 



DAFT AR PARAlllBTBR RBKElllllllG APABDESA 

KODE 1IRAIAII xsr 
1 2 3 

1 ASET 
1.1 AsetLancar 
1.1.1 KasdanBank 
1.1.1.01 Kas di Bendaham Desa 
1.1.1.02 Reke-•-- Kas Desa 
1.1.2 Piutanz 
1.1.2.01 Ptutan .. Sewa Tanah 
1.1.2.02 Piut.anu Sewa Gedu-- 
1.1.2.03 Pfutans Sewa Peralatan 
1.1.2.04 Piutaniz Baai Hasil Paiak 
1.1.2.05 Piut.onsc B0..; Hasil Retribusi 
1.1.2.06 Piutansr Alokasi Dana Desa 
1.1.2.07 Piutanir Paniar K 
1.1.2.08 PiutanJ? Lain-lain 
1.1.3 Peasediaan 
1.1.3.01 Persediaan Benda Pos dan Materai 
1.1.3.02 Pcrsediaan A1at Tulis Kantor 
1.1.3.03 Pcrsediaan Bl o dan Barana Cetakan 
1.1.3.04 Persecliaan Alat-Alot Listrik/Lamuu/Battcrai 
1.1.3.05 Persediaan Bahan/Material 
1.1.3.06 Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih. 
1.1.3.07 Persediaan Bibit Hewan ITaneman 
1.1.3.08 Persediaan Bar Untuk Dihibah.kan keoada M"'-ara.kat 
1.2 Investasi 
1.2.1 Penvertaan Modal Pecnerintah Desa 
1.2.1.01 Pen Modal Pemerintah Desa 
1.3 AsetTetan 
1.3.1 Tanah 
1,3,1.01 Tanah Tanah Perkam .... 'n"""- 
1.3.1.02 Tanah Pertnnia.n 
1.3.1.03 Tanl.Ul Perkebunan 
1.3.1.04 Kebun Camouran 
1.3.1.05 Hutan 
1.3.1.06 Kolam Ikan 
1.3.1.07 Tanah Danau /Rawa 
1.3.1.08 Tllltftb Tandu.slRuaak 
1.3.1.09 Tanah AJ"-'"'"·alan� dan Padanz Rumnut 
1.3.1.10 Tanah Penseuna Lain 
1.3.1.11 Tanah Baneunan Gedune 
1.3.1.12 Tanah Pertambanean 
1.3.1.13 Tanah Ban ... •nan Bukan Geduna 
1.3.2 Peralatan dnn Mesia 
1.3.2.01 Alat-Alat Besar Dw-at 
1.3.2.02 Alat-Alat Besar 
1.3.2.03 Alat-alat Bantu 
1.3.2.04 Alat tan Darat Be:nnotor 
1.3.2.05 Alat An .. kutan Oand: Tak Bermotor 
1.3.2.06 Alat t A-··-- Bermotor 
1.3.2.07 Alat Analnrt Anir,na Tak Bennotor 
1.3.2.08 AlatAnhtr.•tBermoOOrUdara 
1.3.2.09 Alat Benzkel Bermesin 
1.3.2.10 Alat Benakel Tak Bermesin 
1.3.2,11 AJat Ukur 
1.3.2.12 AJat Penoolahan 
1.3.2.13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penvanoen 
1.3.2.14 AlatKantor 
1.3.2.15 AlatRumah Taneea 
1.3.2.16 Komnuter 
1.3.2,17 P.1eia Dan Kursi ... eriarRanat Peiabat 
1.3.2.18 Alat Studio 
1.3.2.19 Alat Komunikaai 
1.3.2.20 Pecalatan Pemancar 
1.3.2.21 Alat Kedokteran 
1.3.2.22 Alat Kesehat.an 
1.3.2.23 AJat Laboratorium 



,- 

1.3.2.24 AJat Peraea/Prektek Sekolah 
1.3.2.25 AJat Laboratorium Kimia Nuklir 
1.3.2.26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir I Elektronika 
1.3.2.27 Alat Protelmi Radiasi I Proteksi Linoin>nJlon 
1.3.2.28 Radiation Aolication and Non Destructive Tcstina Lab 
1.3.2.29 Alat Laboratoriu.m Linekunsan Hidun 
1.3.2.30 Per-aJatan Laboratorium Hidrodinamika 
1.3.2.31 SeniataApi 
1.3.2.32 Perseniataan Non Seniata Ani 
1.3.2.33 Amunisi 
1.3.2.34 Seniata Sinar 
!.3.2.35 A1at Keamanan dan Perlindunaan 
1.3.3 Geduna dan Banaunen 
1.3.3.01 Ban Gedu .. n Temnat Keria 
1.3.3.02 Ban Gedu ...... Temnat Tin--al 
1.3.3.03 Ban Menara 
1.3.3.04 B"" Berseierea 
1.3.3.05 Banzunan Tu,.,, Perineatan 
1.3.3.06 Bansu .... an Candi 
1.3.3.07 B Monumen/B�--·nan Berseiarah lainn·- 
1.3.3.08 Ban Titik Kontrol/Pasti 
1.3.3.09 Ban Rambu-Ramhu 
1.3.3.10 Ban Rambu-Rambu Lal\.l Lintas t.Jdo.ra 
1.3.3.11 e ... San-�-Tani 
1.3.4 Ja)an Jarincmon dan lnstalasi 
1.3.4.01 Jalan Desa 
1.3.4.02 Jembatan Desa 
1.3.4.03 Air,...:--: 
1.3.4.04 unen Air P Surut 
1.3.4.05 Ban Air R.awa 
1.3.4.06 Baasunan P Sunsai dan Pen Ben=na 
1.3.4.07 p ........ embanaan Sumber NI den AirTanah 
1.3.4.08 Baneunan Air Bersih/Baku 
l.3.4.09 Baneunan Air Kotor 
1.3.4.10 B Air 
1.3.4.11 Instalasi Air Minum I Air Bcrsih 
1.3.4.12 Instaiasi Air Kotor 
1.3.4.13 lnstalasi. Pe Sampah 
1.3.4.14 lnstalasi Pen Bahan an 
1.3.4.15 Insta1asi Pemb"'ro•�t List:rik 
1.3.4.16 lnstalasi Gardu Lisuik 
1.3.4.17 lnstalasi Pertahanan 
1.3.4.18 Instala.si Oas 
1.3.4.19 lnstalasi Penaaman 
1.3.4.20 .Jarinean Air Minum 
1.3.4.21 Jarinoan Listrik 
1.3.4.22 Jarin2:an Teleocn 
1.3.4.23 darineen Gas 
1.3.4.24 Drainase 
1.3.4.25 Talud 
1.3.4.26 Plat Deucker 
1.3.5 AsetTetao J..ainn .... 
1.3.5.01 Buku 
1.3.5.02 Terbitan 
1.3.5.03 Barenz-Berane p .. rcustakaaa 
1.3.5.04 Barana Bercorak Kebudavaan 
1.3.5.05 AJat Olah R<>«<> Lainnva 
1.3.5.06 Hewan 
1.3.5.07 Tanaman 
1.3.5.08 Aset Ternn Renovasi 
1.3.6 AsetTak Berwuiud 
1.3.6.01 Aset Tak Berwuiud 
1.3.7 Konst.ruksi Dalam. Pene:erirum 
1.3.7.01 KDnstruksi Dalam Pen-.-laan 
1.3.9 Akumu.Jasi t.nn Aktiva Tetan 
1.3.9.01 Akumulwd Pen sutwl Mesin dan Peralatan 
1.3.9.02 Akumulasi Penvusuten Gedun2 dan Banaunan 
1.3.9.03 Akumulasi Penvusutan Jalan. Jarin ..... n dan Instalasi 
1.3.9.04 Alru.mulasi Penvusutan Aktiva Tetan Lainnva 
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L4 Dana Cadansan 
1.4.1 Dana Cadensan 
1.4.1.01 Dana Cadanean 
i.s Aset Tidak Lancar Lainnva 
1.5.1 Ta an Piutana Peniual.an An 
1.5.1.01 T:unnan Piutane p ... niuelan Anizsuran Kendaran Bermctcr 
1.5.1.02 T Piutansr Peniualan A ..... suran Rumah 
1.5.1.03 T Piutane Anzsuran Dana Beranlir 
1.5.2 Tal>'inan Tuntutan Ganti Kerueian Daerah 
1,S,2,01 Teziban Tuntutan Ganti Keruaian Da.erab 
LS,3 Kcmitraan denaa ... Pihak Ketirwa 
1.5.3.01 Banzun Ouna Serah fBuild, 0 rate & Transfer - BC 
1.5.3.02 Baaeun Serah Guna 11-1nild Transfer & Operate - BTO) 
1.5.3.03 Keriesama Onerasi 1KsQJ 
1.5.4 Aktiva Tidak Berwuiud 
1.5.4.01 Aktiva Tidak Berwuiud 
L5.S Aset Lain-lain 
LS.S,01 Aset Rusak Berat 
1.5.5.02 Aset 'ret .. n Rcnovasi 
1.5.5.03 Aset Lain-lain Lainn- 

2 KEWAJIBAN 
2.1 Kew<>iiban Jann�a Pcndek 
2.1.1 Hutaee Peehitunean Pihak. Ke"'"" 
2.1.1.01 Hutane Jaminan Pelaksanaan Pekeria.an 
2.1.1.02 Hutane PFK Lainnva 
2.1.2 Hutane: Bunza 
2.1.2.01 Hutan2 Bunza ;,....,..,da Bank 
2,1,2.02 Hut.nnsr B ...... a ke ..... ..i ... Lemb ..... a Bukan Bank 
2.1.3 Hutana Paiak 
2.1.3.01 Hutane !-',Mak Pertambahan Nilai 
2.1.3.02 Hutane Paiak PPh21 
2.1.3.03 Hutan11 Paiak P--asilan PPh 22 
2.1.3.04 Hutane Paiak Pe PPb.23 
2.1.3.0S Hutan"' Paiak Laino 
2.1.4 Pendaoatan Diterima Dimuka 
2.1.4.01 u,,,.;,,.1r dan Retribusi. Diterima Dimuka 
2.1.4.02 U--- MukaPen:.·-1-- Aset Desa 
2.1.4.03 Uant?: Muka Lelani!!: Pcnfualan Aset Des.a 
2.1.4.04 Uana:Muka. LabaBUMDes 
2,1.S Lnncar Iiu..._ ...... J ...... l, .. Panianll 
2,LS.01 B .. ..: .. - Lancar Hutane Jan-1,- P 
2.1.6 HumnP' .ranska Pendek Lainnva 
2.1.6.01 Hutanz Belanja P-awai 
2.1.6.02 Hutan11: Belanja 'Ieleoon 
2.1.6.03 Hutane Belenja Air Minum 
2.1,6.04 Hutana Bclania Lisfrlk 
2.1.6.05 Hutana:Pcn Bahan Habis Pakai 
2,1.6,06 Hutane: Jasa 

3 EKUITAS 
3.1 Ekuuas 
3.Ll Ekuitas 
3,1.1,01 Ekuitas 
3.1.2 EkuitasSAL 
3.1.2.01 Ekuitas SAL 

4 PENDAPATAN 
4.1 Pendanat.an Asll Oesa 
4.1.1 Hasil Usaha Desa 
4.1.1.01 Hasil Pe laan Tanah Kas Desa 
4.1.1.02 Hasil Peneelclaaa Pasar Desa 
4.1.1.03 Hasil Penzelclaan Pasar Hewan 
4.1.1.04 HasilPele Uran y .. n.,. Dikelola Desa 
4.).1.05 Hasil Usaha Dcsa Lainnva 
4.1.2 Hasil Aset Dcsa 
4.1.2.01 Pend atan Sewa Taoah Kas Desa 
4.1.2.02 Penri .. natan Scwa Gedune: Milik Desa 



4.1.3 Sw p .. 'dan Gotonv R-- 
4.1.3.01 Ha.sil 
4.1.3.02 Hasl Goto 
4.1.3.03 Hasil Partisioasi � 
4.1.4 Lain • Lain Pe Asli Desa Yanir Sah 
4.1.4.01 Purrzutan Desa 
4.1.4.02 Hasil Peniualan Aset Desa Selain Tanah Yan 11: Tidak Di 
4.1.4.03 Hasil Peleoasan Tanah Desa Tahun Berialan 
4.1.4.04 Bunee Simnanan Uanrr di Bank 
4.1.4.05 Tunmtan Ganti Ke .11G 
4.1.4.06 Pe.nt1"'nata.n d.ari Ao.cr:surnnJ Cicilan P•n;uaJan 
4.1.4.07 Pendauata.n Dari p...., .. embalian Kelebihan Belania 
4.1.4.08 Pendanatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 
4.1.4.09 Lain-lain Pendanatan Desa YanR; Sah Lainnva 
4.2 Pendaoatan Transfer 
4.2.1 DanaDesa 
4.2.1.01 Dana Desa. 
4.2.2 • Hasil P;.iak dan Retn"'busi 
4.2.2.01 1<:>rrl Hasil Paiak dan Retribusi Daerah 
4.2.3 Alokasi Dana Desa 
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 
4.2.4 Bantuan Keuanaa.n Provinsi 
4.2.4.01 Bantuan Keuo.n dari APBD Pro,insi 
4.2.5 Bantuan Keuaneen Kabuoaten/Kota 
4.2.5.01 Dantuan Keuanea .. dari APBD Kabuoaten 
4.3 Lain-Lain Pendaoetan Desa -��- Sah 
4.3.1 Pendaoatan Hibah dan Sumbanzan Pihak Keti.e:a 
4.3.1.01 Pendanatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
4.3.1.02 Pendanatan Hibah dari Pemerlntah Provin&i 
4.3.1.03 Pcndanatan Hi."bah dari Pemerintah Knbunaten/Kota 
4.3.1.04 Penda-�tan Hibah dari Or . L<m - 4.3.1.05 PendanA.-..n Hibah deri KelomDok Peroranmon 
4.3.1.06 Pendeeatan Hibah dari Perusabaan di Desa 
4.3.1.07 Pendaoatan Sumba.naan dari Pihak: . 
4.3.2 Lain-loin Pen"�lWI.D. Desa. Sah 
4.3.2.01 Lain-lain Pendaoatan Desa """a Sah 

5 BELANJA 
5.1 Belania Desa 
5.1.1 Bclan1a o-.�wai 
5.1.1.01 Penel"lasilan, 'retee K..nala Desa. dan Perano., .. r Desa. 
5.1.1.02 Tun;,. ... nan Kc....,.•a Desa dan Pe Desa 
5.1.1.03 Tunjangan Ope.-asional Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Yang Berstatt.ls 

Sebazai ASN/PNS 
5.1.1.04 Tunianzan Badan Permu-=awaratan Desa 
5.1.1.05 Juran Asuransi. Kesehatan Kenala Desa & Peranakat Desa. 
5.J.J.06 Juran Asuransi Ketena .. ekeriaan K-"1"" Desa & Peran .. '-t Desa 
5.1.1.07 Ost .......................•...................... 
5.1.2 Belanja Barane clan Jasa 
5.1.2.01 Belania Alat Tulis Kantor 
5.1.2.02 Belania Dokumen/ Administrasi Tender 
5.1.2.03 Belania Al.at Listrik Dan Elektronik ILamnu Piiar Batte- Kerinzl 
5.1.2.04 Belania Perana.,o. Materai Dan Benda Pos Lainnva 
5.1.2.05 Belania Peral.a.tan Kebersiluul Oun Bahan Pcmber:Jih 
5.1.2.06 Belania Bahan Bakar Minvak/Gas 
5.1.2.07 Belania Pe .. Tabung Pemadam Kebakaran 
5.1.2.08 Be.lania Pe .. Tabune: Gas 
5.1.2.09 Belania Bahan Baku Banzunan 
5.1.2.10 Belania Bahan/Bibit Tanaman 
5.1.2.11 Belania Biblt Temak 
5.1.2.12 BeJania Bahan Obat-Obatan 
5.1.2.13 Belania Bahan Kimia dan Pujruk 
5.1.2.14 Be.la.nia Persediaan Makanan Pokok 
5.1.2.15 Belania Telenon 
5.1.2.16 Belania Afr 
5.1.2.17 Bela.nia Ll81:rik 
5.1.2.18 BeJan;a .Jasa P umanJ.elan Pem, 
5.1.2.19 Belania Surat K.abar I MR>alah 
5.1.2.20 Belania Kawat/Fabimili Intemet11ntzanet/'IV Kabelrrv Satelit 
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5.1.2.21 Belania Paket/Pen .. 
5.1.2.22 Belania Sertifikasi 
5.1.2.23 Belania Jasa Transaksi Keuanean 
5.1.2.24 Belania Jasa.Adm.inistrasi Pun..,•tan p,-,;ak Peeeraneea Ja1an Umum 
5.1.2.25 Belnnja Jasa �i Pu.ngu.tan Pajak Bab.an Dakar Kcndaraan Bcrm.otor 

5.1.2.26 Belania Jasa ortasi 
5.1.2.27 Belania Jasa Sen-ice Peralatan dan Perlenzk ..... an Kantor 
5.1.2.28 BelaniaJasaAdministrasi Pun ... •tan Paiak Bumi dan Ban .......... meei 
s.1.2.29 Belania Jasa Tena- Ahli /Narasumber /Instruktur /Pihak Kerioa 
5.1.2,30 Belania Jasa Moderator /MC 
5.1.2.31 Belania Jasa Umum 
5.1.2.32 Belania Cetak 
5.1.2.33 Belania Pen · 'Foto Co ml' 

5.1.2.34 Belania Sewa Rumah Jabatan RumahDinas 
5.1.2.35 Belania Sewa Geduo01Kantor Temnat 
5.1.2.36 Belania Sewa RuanP Ra-• rPertemuan 
5.1.2.37 Belania Sewa Tem-• Parkir/Uanfl'Tambat/Han Saran.a Mobilitas 
5.1.2.38 Belani&i. Sewa Sar.ma Mobilitas Darat 
5.1.2.39 Belania Sewa &cana Mobilitas Air 
5.1.2.40 Belania Sewa Sarana Mobilitas Udara 
5.1.2.41 u.1.,,, ... ia Sewa Eslcavat.or 
5.1.2.42 Belania Sewa Buldoser 
5.1.2.43 Belania Sewa Meia Kursi 
5.1.2.44 Belania Sewa Komnuter Dan Printer 
5.1.2.45 Belania Sewa Prevektcr 
5.1.2.46 Belania Sewa Genera.tor 
5.1.2.47 Belania Sewa. Tenda 
5.1.2.48 Belania Sewa Pakaian Adat/Tradisional 
5.1.2.49 Belanfa Sewa Alat Ukur /Studio /Komunikasi 
5.1.2.50 Belania Makanan Dan Minuman Harian 
5.1.2.51 Belani .. Makanan Dan Minuman Reeet 
5.1.2.52 Belania Makanan Dan Minuman Tamu 
5.1.2.53 Be1"' .. ia Pakaian Sioil Harian =HI 
5.1.2.54 Bel ia Pakaiitn s=-il Len a�� 
5.1.2.55 Belania Pakaia.n Dines Harian 
5.1.2.56 Bclania Pakaian Dioas U 
5.1.2.57 BelaniaPakaian 1t_...a T .,,, ... an ...... 
5.1.2.58 Belania Pakaiao KORPRI 
5.1.2.59 Bclania Pakaian Adat De.crab 
5.1.2.60 Belania Pnlatian Batik Tradisiooal 
5.1.2.61 Belnnia Pakaian O 
5.1.2.62 Belania Perialanan Dina.s Os.lam Desa 
5.1.2.63 Belanja Perialanan Dinas Luar Desa 
5.1.2.64 Belania Perneliharaan Jalan 
5.1.2.65 Belania Pemeliharaan Jembatan 
5.1.2.66 Belania Pemeliharan Tan.ah 
5.1.2.67 Belanfa Pemeliharan Peralatan dan Mesin 
5.1.2.68 Belania Pemeliharan Geduna dan Ban 
5.1.2.69 Belania Pemeliharan Kendaraan Din.as 
5.1.2.70 Belania Pemeliharan Aset Tetan Lainnva 
5.1.2.71 Belania Jasa. Konsultansi Penelitian 
5.1.2.72 Belania Jasa. Konsultansi Percncanaan 
5.1.2.73 Belania Jasa I<onsultansi Pcnaawasan 
5.1.2.74 Belania Barwur Untuk Diberikan ke .... da Masvarakat 
5.1.2.75 Belania Barane Untuk Diberikan keeade Pihak keti .... 
5.1.2.76 Belania Kursus--Kucsus SinPll'at/ Pe.Jatihan 
5.1.2.77 ,-u,nia Sosialisasi 
5.1.2.78 Belania Bimbi"aan Telmis 
5.1.2.79 Honorarium Bendahara Desa 
5.1.2.80 Honorarium Pelaksana Teknis Pe ..... elolaan Keua .... "an Desa 
5.1.2.81 Honorarium Te a Penda.m.nins:r Pihak Ketiea 
5.1.2.82 Honorarium RT /RW 
5.1.2.83 Honorarium Guru Paud/TK 
5.1.2,84 Honorarium Kader Pcsvandu 
5.1.2.88 Honorarium. 'reaeae Ahli / lrlstruktur I Narasumber 
5.1.2.89 Honorarium Jun Pen Baeane & Jasa 
5.1.2.90 Ua:1ns:r Untulc Diberikan kepada t 
5.1.2.91 1mna Untuk Diberikan. kepada Pibak keriw.. 
5.1.2.92 BelaniaJasa Tn.tnsaksi Keuangan fAdministrasi tt:,_nll'1 



5.1.3 Belania Modal 
5.1.3.01 Belanja Modal Tanah + Pengadaan Tanah Perkameungan - - 5.1.3.02 Belanja P.{odal Tanah • Penaadaan Tanah Pcrtanian - - 5.1.3.03 Bclanja Modal Tanah · Pengadaan Tanah Perkebunan 
5.1.3.04 Belanja Modal Tanah • Pengadaan Kebun Campumn 
5.1.3.05 Belanja Modal Tanah · Pengadaan Hutan 
5.1.3.0Ci Belanja Modal Tanah - Pcn@daan Kola!n lkan 
5.1.3.07 Belanja Modal Tanah - Pensadaen Tanah Danau/Rawa 
5.1.3.08 Delanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/ Rus..'UC 
5.1.3.09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumpul 

--- 
5.1.3.10 Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Pengguna Lain 
5.1.3.11 Bclanja Modal Tanab - Pengadaan Tanah Untuk 13a.r}g1!nan Gedung_ 
5.1.3.12 Belania Modal Tanah - Penaadaan Tanah Untuk Pertambanaan 
5.1.3.13 Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 

5.1.3.14 Belanja Modal Peralat.an dan Mesin - Pengadnan A1at-Alat Besar Darat 
5.1.3.15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bcear Apurur. 
5.1.3.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penaedean Alat-alal Bantu 
5.1.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan .o\.lat Angkutan Darat Be.nnotor 

5.1.3.18 Belanja Modal PeralatBn dan Mesin - PengadRRn A1at Angkutan Darat Tak 
Bermotor 

5.1.3.19 Belanja Modal Peralat.an dan P.iesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 
- 

5.1.3.20 Belanja Modal Pera.Iatan dan Mesin - Pengadaan Alat Anglrut Apung Tak 
Benno tor 

5.1.3.21 Belanja Modal Pcralatan dan Mesin • Pcngadaan Alat Angkut Bennotor Udara 

5.1.3.22 Belanja Modal Pcralatao dan Mesin - Pe�a.an Alat Ben�el Bennesin 
5.1.3.23 Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pcngadaan A1at Bcngkcl Tak Bcnnesin 

5.1.3.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 
5.1.3.25 Belanja Modal Pcrala.tan dan Mesi.n - Pengadaan Alat Pen�lahan 
5.1.3.26 Bclanja Modal Pcmlatan dan .. iesin - Pcngadaan Alat Pcmeliharaan 

Tanaman/ Alat Pen.}'!ffl� 
5.1.3.27 Belanja Modal Pera.Iatan dan Mesln - Pengadaan Alat Kantor 
5.1.3.28 Belanja Modal Peralatan clan Mesin - Pe�dnan Alat Rumah Tan&E@ 
5.1.3.29 Belanja Modal Pera.la.tan dan Mesin - Pengadaan Kompuler 
5. l.J.30 Be.lanja Modal Pe.ralatan clan Mesin - Pcngadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 

Peia.ba.L 
5.1.3.31 Be.lanja Modal Pe.ralatan dan .. iesin + Peneadaan A1at Sludio 
5.1.3.32 Belanja Modal Pe.ralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 
5.1.3.33 Belanj� .. {odal Peralatao dan Me.sin - Pen�laan PeraJatan Pemancar 
5.1.3.34 Bclanja Modal Pcralatao dan Mesin - Penndaan Alat Kedoktcran 
5.1.3.35 Belanja Modal Peralatan dan Mcsin + Pcn�aan Alat Kcschatan 
5.1.3.36 Belan�Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 
5.1.3.37 Belanja Modal Peralatan dnn Me sin - Pengadnan A lat Pe raga/ Praktek Sekolah 

5.1.3.38 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia 
Nuklir 

5.1.3.39 Belanja Modal Peralat.an dan Mesin • Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 
Nuklir / Elektronika - 

5.1.3.40 De.lrutja P.iodal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pmtcksi Radiasi / 
Protcksi Line:ungan 

5.1.3.41 Belanja Modal Pcralatan dan Mesin • Pengadaan Radiation ApLication and Non 
Destructive Testin_s Lab 

5.1.3.42 Bclanjn Modal Pera1atan dan Mesin + Pengadnan AJal Laboratorium Lingkungan 
liidup 

5.1.3.43 Belanja P.iodal PeraJatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan J...aboratorium 
Hid.rodinamika 

5.1.3.44 Bclanja Modal Pcralat.an clan Mesin - Pengadaan Senjata Api 
5.1.3.45 Belanja Modal Peralatan dan P.1esin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 

5.l.J.46 Belanja P.1oda1 Peralatan dan Mesin + Pengadaan Amunisi 
5.1.3.47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ·Pengadaan Senj&ta Sinar 
5.1.3.48 Bclanju Modal Pcralatan dan Mesin -Pengadaan A1at Keamannn dan 

Pcrlindunuan 
5.1.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Gedung Tempal 

Kerjn 
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5.1.3.50 Belania Modal Geduna dan Baneunan - Penzadaan Gedun"' 
5.1.3.51 Belania Modal Gedune dan Ban-·nan - Peneadaan anMenara 
5.1.3.52 Belaaia Mcdal Geduna dan Banzunan - Pen daan Bansunan 
5.1.3.53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 

5.1.3.54 Belania Modal Geduna dan Ban-·nan - Pen-daan Banzunan Candi 
5.1.3.55 Belaaja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 

Monumen Berseiereh lainn·� 
5.1.3.56 Belanja Modal Ged.ung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik 

Kontrol/Pasti 
5.1.3.57 Bclanja Modal Gedung dan Bangunan - Pcngadaan Bangunan Rambu-Rmnbu 

5.1.3.58 Belanja Modal Geduag clan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu�Rambu 
Laiu Lintas Udara 

5.1.3.59 Belanja Modal Gedung clan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sanggar Tani 

5.1.3.60 Belan'a Modal Jalan dnn Jarin°411. - Pen daanJulan 
5.1.3.61 Belan:a Modal J�1�� T...:�am dan Jarin--� - Peneadean Jcm.batan 
5.1.3.62 Belanja Modal JaJan. Irigasi den Jaringan - Pengadaan Ban_gunan Air lrigasi 

5.1.3.63 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang 
Smut 

5.1.3.64 Belanja Modal Jalan., 1rlg11si dnn Jaringan - Pmlgadaan Bangwsan Air Rawa 

5.1.3.65 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadean Bangunan Pengaman 
S··-��: dan Penan__:_·1an-- Be 

5.1.3.66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 
Pen""emban°en Sumbcr Air dan Air Tanah 

5.1.3.67 Belaoja Modal Jalaa, lrlgasi dan Jaringan - Pcogadaan Banguno.n AJr 
BennhtBaku 

5.1.3.68 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 

5.1.3.69 Betania Mcdal Jalan Jri--=d.anJ Ban Ak - 
5.1.3.70 Bclanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengwla11n Instalasi Air Min.um/ Air 

Ber.,;b 
5.1.3.71 Belan"a Modal J-1- lri-..; dan Jarin•an - Penaedaan Instalasi Air Kotor 
5.1.3.72 Belanja Modal Jalan, lrlgasi dan Jaringan - Pengadaaa. Insta1asi Pengolahen 

Samnah 
5.1.3.73 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan lnsta1asi. Pengolahan 

Ballan Bangunan 
5.1.3.74 Belanje. Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pcngadaan lnstala."li Pembaogkit 

Listrik 
5.1.3.75 Belanja Modal Jalan, lrigasi clan Jaringan - Pengadaan Instaiasi Gardu Listrik 

5.1.3.76 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstala.si Pertahanan 

5.1.3.n Be a Modal Jalan ,..: .. -si dan J .. ..: ..... an - Pe ... "'ad.aan Instalasi Gas 
5.1.3.78 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaau Instalasi Pengaman 

5.1.3.79 Beianja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jeringan Air Minum 

5.J.3.80 Belania Modal Jalan 1-'-a.si dan .Jarinaan - Penoadaan Ja.rin-- Listrik 
5.1.3.81 Belanja. Modal Jalnn, lrigasi dan Jarlngan - Pcngadaan Jnringan Telepon 

5.1.3.82 Belania Modal Jalan. Irieasi dan Jarinoan - Peneadaan Jarin- Gas 
5.1.3.83 Belania Modal Jalan Irieasi dan .Jarinean - Peneedaac Drainase 
5.1.3.84 Belania Modal Jalan Iriaaai dan Jarin--- - Peneadaan Talud 
5.1.3.85 Belaaia Modal Jalan. 1..:,,asi rum J"'"'"""'an - Peneadaan Plat Deuckt!r 
5.t.3.86 Belon a Modal JaJan Jri---' dan Jarfngan - Normalisasl SnlurAn Air 
5.1.3.87 Belan a Modal Aset Te .... - Lainnva • Peneedaan Buku 
5.1.3.88 Belania Modal A5et Tetae Lainnva - Penoadaan Terbitan 
5.1.3.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Bareng Perpustakaan 

5.1.3.90 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Berang Bercorak Kebudayaan 

5.1.3.91 Belania Modal Aset Tef.Qro Lainn"a • Penuadawi Ala.t Olah R--a Lainnva 
5.1.3.92 Belan;a Modal Aset Teta,.. Lairmua - Pcnaadaan Hewwi 
5.1.3.93 Belania Modal Asel Tctan Lainnva - Pen...,,."aan Tanaman 
5.1.3.94 Belania Modal Aset Tetan Lainnva M Pen""'� aen Aset Tetan Renovasi 
5.1.3.95 Belania Modal Aset Tak Berwuiud 



-- 6 PEMBIAYAAN 
6.1 Penerimaan Pembiavaan 
6.1.l Sisa Lebih Perh.itun� An__ggaran Tahun Sebelumn_ya 
6.J. J .O I Sisa Lebih Perhitungan An ...... aran ISJLPAI Tebun Sebelumnva 
6.1.2 Pencairan Dana Cadan�- 

I· 6.1.2.01 Pencairan Dana Cadan� 
6.1.3 1-lasil Peniualan Kekayaan Desa Yana. Dipisahkan 
6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekay__aan Oesa Yong Dieisahkan 
6.2 Pcngeluaran Pembiavaan 
6.2.1 Pcmbentukan Dana Cadanaan 
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan 
6.2.2 Penyertaan Modal Oesa 
6.2.2.01 Penyertaan Modal Dcsa 

7 NON ANGGARAN 
7.1 Perhirungan Fiskal Pihak Keu ... a 
7.1.1 Perhitunean PFK • Potonean Paiak 
7.1.1.01 Pctonean Paiak PPN Pusat 
7.1.1.02 Potongan Pajak PPh Pasal 21 
7. l.1.03 Poton� Paiak PPb Pasal 22 
7.1.1.04 Poton8!!! Pajak PPh Pasal 23 
7.1.1.05 Potonaan Paiak PPh Lainnya 

I· 7.1.2 Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminnn 
7.1.2.01 Uana Muka dan Jam.inan 
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